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Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah, penyediaan pelayanan bagi
masyarakat, serta pengelolaan potensi dan sumber daya daerah. Dalam menjalankan peran tersebut, BUMD dituntut untuk
menyeimbangkan tujuan memperoleh keuntungan dengan tanggung jawab menyelenggarakan kemanfaatan umum.
Keseimbangan ini menjadi bagian penting dalam pengelolaannya, mengingat setiap daerah memiliki kebutuhan, karakteristik,
dan potensi ekonomi yang berbeda.

Pengaturan BUMD saat ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Kerangka tersebut mengatur berbagai aspek,
mulai dari pendirian dan permodalan hingga pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan. Namun, persoalan tata kelola,
profesionalisme pengelola, serta kompleksitas pengelolaan aset dan keuangan daerah masih menjadi perhatian dalam agenda
penguatan BUMD. Kebutuhan akan pengaturan yang lebih khusus menjadi latar belakang munculnya Rancangan
Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam konteks pembentukan RUU BUMD, sejumlah isu strategis perlu dicermati, antara lain hubungan antara pemerintah
daerah sebagai pemilik dan pengelola perusahaan, profesionalisme dalam pengisian jabatan, serta kejelasan mekanisme
pertanggungjawaban dan pengawasan. Penguatan pengaturan juga berkaitan dengan bagaimana BUMD dapat menjalankan
fungsi pelayanan publik sekaligus mengembangkan usaha dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Keragaman kondisi
antarwilayah menjadi pertimbangan penting agar kerangka hukum yang dibentuk memiliki arah yang jelas dan tetap memberi
ruang bagi kebutuhan daerah.

Panduan pustaka SIPINTER ini disusun untuk menghimpun sumber informasi yang berkaitan dengan RUU tentang Badan
Usaha Milik Daerah, meliputi latar belakang pengaturan, perkembangan proses legislasi, dan isu strategis dalam pengelolaan
BUMD. Sumber yang dihimpun mencakup dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku, kajian dan artikel ilmiah,
serta pemberitaan yang relevan, berdasarkan ketersediaan sumber dan perkembangan informasi pada saat penyusunan.



JENIS KETERANGAN URL
Berita BUMD Beragam Kondisi, Azis Subekti Dorong

Regulasi Lebih Kuat
https://gerindra.id/2026/02/23
\n/bumd-beragam-kondisi-azis-sub
\nekti-dorong-regulasi-lebih-kua
\nt/

Berita DPR RI perkuat pengawasan BUMD lewat
pembentukan RUU dan Ditjen baru

https://www.antaranews.com/ber
\nita/5428346/dpr-ri-perkuat-pen
\ngawasan-bumd-lewat-pembentukan
\n-ruu-dan-ditjen-baru

Berita Komisi II DPR RI Dorong RUU BUMD Segera
Dibahas untuk Perkuat Tata Kelola Perusahaan
Daerah

https://www.fraksigerindra.id/
\nkomisi-ii-dpr-ri-dorong-ruu-bu
\nmd-segera-dibahas-untuk-perkua
\nt-tata-kelola-perusahaan-daera
\nh/

Berita Komisi II DPR Serap Aspirasi Penyusunan RUU
BUMD di Bank Maluku Malut

https://dpr.go.id/kegiatan-dpr
\n/berita/Komisi-II-DPR-Serap-As
\npirasi-Penyusunan-RUU-BUMD-di-
\nBank-Maluku-Malut-64511

Berita Komisi II Sambut Positif Usulan RUU BUMD,
Standardisasi Kompetensi SDM Jadi Kunci

https://dpr.go.id/kegiatan-dpr
\n/berita/Komisi-II-Sambut-Posit
\nif-Usulan-RUU-BUMD-Standardisa
\nsi-Kompetensi-SDM-Jadi-Kunci-5
\n8222

Berita Pembentukan RUU BUMD Jadi Urgen Guna
Selesaikan Persoalan Kelembagaan dan Regulasi

https://dpr.go.id/kegiatan-dpr
\n/berita/Pembentukan-RUU-BUMD-J
\nadi-Urgen-Guna-Selesaikan-Pers
\noalan-Kelembagaan-dan-Regulasi
\n-62587

Berita RUU BUMD Perkuat Struktur dan Kemandirian
Fiskal Daerah

https://dpr.go.id/kegiatan-dpr
\n/berita/RUU-BUMD-Perkuat-Struk
\ntur-dan-Kemandirian-Fiskal-Dae
\nrah-62772

Berita Serap Masukkan Konstruktif RUU BUMD, DPD RI
pilih Bank BPD Bali sebagai Role Model

https://www.bpdbali.co.id/new/
\npublic/ckfinder/userfiles/file
\ns/Rilis/24-09-2026%20Serap%20M
\nasukkan%20Konstruktif%20RUU%20
\nBUMD%2C%20DPD%20RI%20pilih%20B
\nank%20BPD%20Bali%20sebagai%20R
\nole%20Model.pdf

Berita Wamendagri Bima Dorong Efisiensi dan
Reformasi BUMD secara Menyeluruh

https://www.kemendagri.go.id/b
\nerita/wamendagri-bima-dorong-e
\nfisiensi-dan-reformasi-bumd-se
\ncara-menyeluruh

Jurnal MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
dAERAH (BUMD) DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE

https://jurnal.uns.ac.id/yusti
\nsia/article/view/10136/9044

Buku Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha
di Indonesia

https://opac.dpr.go.id/index.p
\nhp?p=show_detail&id=39906&keyw
\nords=badan+usaha

Buku Reinventing bumd badan usaha milik daerah https://opac.dpr.go.id/index.p
\nhp?p=show_detail&id=13997&keyw
\nords=badan+usaha

Dokumen NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN USAHA

https://bphn.go.id/data/docume
\nnts/badan_usaha.pdf

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

